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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
158/1978 dan 0543b/U/1987, tanggal 12 Januari 1998.

1. Konsonan
Fonemkonsonan Baa@sa Arab yang dalam system tulisan
Arab dilambangkan deng dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan deng3 3 gian di lambangkan dengan

3 Zal 2 zet (dengan titik di
atas)
Ra R Er
J




. Zai Z Zet
J
Sin S Es
o
P Syin Sy esdan ye
Sad $ es (dengan titik di
S
bawah)
. Dad de (dengan titik di
o
bawah)
1 te (dengan titik di

‘ bawah)
3 engan titik di
7 wah)
4 L kO balik (di
as)
e

f

i

Wau W

Ha H Ha

Hamzah ' Apostrof

J' | [N
4

Vi



Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Aral

terdiri dari vocal tungg
diftong.

1) Vokal Tungg

perti vocal bahasa Indonesia yang
poftong dan vocal rangkap atau

gangnya berupa tanda

Nama
A
| Kasrah I
Dhammah U
2) angkap
gkap dalam bahasa JY lambangnya
pertpa gabungan antara harkat dan ) yaitt®

Nama Huru

athah dan ya a da
- fw
I
Jad - fa’ala
84 - Zukira
LaX - yazhabu
s -su'ila
SEES - kaifa

vii



ds - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf Nama
huruf dan tanda
S A a dan garis di

atas
i dan garis di
atas
dan garis di

- qila

apat harakat sukun,

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta 'marbutah diikuti oleh kata
yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta ‘'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

Jub Y1 4535 - raudah al-agal
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- raudatulafal

85 54l Al - al-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah
FEUS - talhah
5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab
dilambangkan denga ah tanda, tanda syaddah atau
tasydid, dalam ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan yaitu  huruf  yang

ddahitu.

tulisan Arab dilamb
ansliterasi i kata sa
diikuti oleh huruf sy ata sandang
gamariyah.

ang diikuti oleh huru
dang yang diikuti

huruf, yaitu

syamsiyah

huruf gamariyah
riskan di depan dan

sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:
Jas - ar-rajulu
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YV - as-sayyidu

Sl - as-syamsu
Al - al-galamu
ol - al-badi’u
BN - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di d

apostrof. Namun, itu

tengah dan diakhir

dilambangkan,
Contoh:

ahwa ditransliterasikan dengan
bagi hamzah yang terletak di
itu terletak diawal kata, isi
rupa alif.

ya setiap kata, bai i aupun harf
nya kata-kata tertentu
azim dirangkaikan d

Wainnallahalahuwakhairrazigin
OV a3 B0V 8315 Wa auf al-kaila wa-almizan
Wa auf al-kaila wal mizan
JHAN 2a1 ) Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul-Khalil



9. Huruf Kapital

Llsas el da all ol Bismillahimajrehawamursaha
o il s Gl e i Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti
S 43) ¢ Uail manistaza ’a ilaihi sabila
Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistaza’a ilaihi sabila

Arab huruf kapital tidak
sebut digunakan juga.

& - 2 taj
5 031 &)

50 78

a0 g

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

Xi



C )i g all (3 Hlad Nasrunminallahiwafathungarib
e 5aY) 4 Lillahi al-amrujami’an
Lillahil-amrujami’an
e (ol 38 ans Wallahabikullisyai’in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka ya

pedoman transliteragi
dengan llmu Taj

ini perlu di s

inkan kefasihan dalam bacaan,
agian yang tak terpisahkan
4an pedoman transliterasi
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ABSTRAK

Deanova, Rico. 2024. Inkonsistensi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 78/PUU-XXI/2023. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M

Mahkamah Konstit
kekuasaan kehakiman
mengharmoniskan
berbenturan mela

akan salah satu lembaga
penting dalam
egara yang sering

Salah satu

78/PUU-X

didalam me

norma saja, a mempunyai peran s legislature
dengan men nambah kata didalam t (1) KUHP,

dikan -Putusan Mah
I inkonstitusional ber
tertarik unt lebih dalam terhada
ui terkait konstruksi
ukan putusannya ser
tusan tersebut. Dalam

tusi Nomor
itu, peneliti
sebut yang
digunakan

hal tersebu

us pada persoalan
inkonsistensi putusa 78/PUU-XX1/2023.
untuk itu, penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal
sebagai bidang kajiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti
mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan
hukum primer berupa undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan
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hukum sekunder berupa literatur atau jurnal sebagai penunjang dalam
penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa
identifikasi peraturan undang-undang, inventarisasi, serta klasifikasi dan
sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan pokok masalah didalam
penelitian. Untuk itu stuidi yang digunakan yaitu studi dokumen. Analisis
bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunkan metode
preskriptif.

Hasil dari penelitian ind

truksi hukum yang digunakan
MK menghapus Pasal 14

peran ganda
legislator dan pos or, adanya
ng menyebabkan m ekhawatiran
dalam pene , serta menggabung pasal yang
berbeda dal n, hal tersebut bisa kurangnya
pemisahan ngenai bagaimana s nalisis dan
diinterpreta

ahkamah Konstitusi, Konstru
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ABSTRACT

Rico Deanova. 2024. Inconsistency In Constitutional Court Decision
Number 78/PUU-XXI/2023. Thesis of the Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University, Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, M. H

The Constitutional C f the judicial institutions that

orm, butalsohasar
rds in Article 310 par he Criminal
nstitutional Court D
constitutional.-For th
ecision in more depth
sed by the Constit
s and to find out what
expectedto provide b
provide references i

by changing
Code, this
XX1/2023 ¢
interested in
the legal
determining
the decision.

XX1/2023. For this
field of study. The r archers includes the
statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal
materials used in this study are primary legal materials in the form of laws
as the main material, and secondary legal materials in the form of
literature or journals as support in the research. The technique of
collecting legal materials in this study is in the form of identification of
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statutory regulations, inventory, and classification and systematization of
legal materials that are in accordance with the main problem in the
research. For this reason, the study used is a document study. The analysis
of legal materials used by researchers is by using the prescriptive method.

The results of this study are that the legal construction used by the
Constitutional Court judges is in the form of legal refinement, because the
Constitutional Court has removed 14 and Article 15 of Law Number
1 of 1946 which are considere to the rights of citizens. This is

in accordance with the pri ment where a written law
that is detrimental to ed in order to achieve
justice. Regarding i results of the study
state that there ' i

namely the d

and a positi hich causes
the emergen mbining the
testing of dif in one decision, this c ack of clear

separation r i eacharticle is‘analyz i eted.

Court, Legal Constr istency
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga
kekuasaan kehakiman vy empunyai peran penting dalam
mengharmoniskan hu lembaga negara yang sering
berbenturan melaluj n MK merupakan putusan

or 78/PUU-
ng pertama
gan pasal 27
r 19 Tahun
r 11 Tahun
(Lembaran
Tamabahan
tidak dapat

onan para pemoh
45 ayat. (3) Undang-
bahan Atas Undang-
rmasi dan Teransak
ndonesia - Tahun 201
Republik Indonesia

akan Pasal 14 dan 15 ng Nomor 1
tentang Peraturan. Hukum Pi i
42 |1 Nomor 9) ber

Undang-Undang
Hukum Pida sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu
hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

!Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 19.



ratus rupiah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Barang siapa sengaja
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menudukan suatu hal den a lisan, yang dimaksudnya terang
suapaya hal itu diket diancam karena pencemaran
dengan pidana penj mbilan bulan atau pidana

MK sebagai salah
wal berjalannya
istilah “the
emutuskan

berkaitan dengan , memiliki

tive Legislature yan uk menolak

atau setiap norma..yang a tersebut
i nan terhadap ‘Undan sar Negara
a Tahun 1945 (yang itulis UUD

tusan tersebut dinila ten didalam

sannya dimana MK

pada suatu peraturan atau Undang-Undang yang sedang dalam
kajian hukum (judicial review), maka Mahkamah Konstitusi
dengan sendirinya telah memperluas kekuasaan kemampuannya
sebagai positive legislature.®

2Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.78/PUU-XX1/2023

3Mardin Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, (Depok:
Rajawali Pers, 2016), 98-99.



Inkonsistensi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
bahwa didalam putusannya tidak menerima permohonan para
pemohon berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian menghapus
atau menghilangkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 yang dapat menimbulkan kekosongan hukum,
sedangkan Pasal 310 ay dianggap sebagai Inkonstusional
bersyarat dengan men erapa frasa didalam ayatnya
yang tercantum di hkamah Konstitusi No.

rtarik untuk

an ini dengan bebe , bagaimana
dari radanya- putus Konstitusi
X1/2023? dan ‘bagaim nsi putusan

usi tersebut?
masalahan‘tersebut, m gin meneliti
sebut dengan jud SISTENSI
78/PUU-

kamah

Mahkamah
Konstitusi No.78/PUU-XX1/2023?



C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya
yaitu:
1. Mengetahui  Konstruksi Hukum Dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Tersebut.
2. Mengetahui  Inko

alam Putusan Mahkamah

berikan beberapa

an pengembangan tama terkait
tata negara.

dari’ penulisan ini an manfaat
, Yyaitu' ‘dapat mem
ebijakan hukum di |
k

suatu penelitian, pe
didalamnya terdapa

imensi sosial yang
dianggap relevan oleh para ahli.’
1. Teori Negative Legislature
Moh. Mahfud MD. menegaskan terkait dengan teori
negative legislature didalam bukunya yang berjudul “Konstitusi

4Sumitro, Ronny H, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
37.
>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 125.



dan Hukum Dalam Kontroversi Isu”, didalam buku tersebut
dijelaskan mengenai negative legislature yang mempunyai arti
sebagai tindakan atau pegguatan Mahkamah Konstitusi untuk

Pasal 10 Ayat
Mahkamah

2020 tentang Perub
24 Tahun 2003 tenta
ebut Undang-Undan
tuk mengatur_kekuas
uasaan/wewenang un

Konstitusi®
Konstitusi)
h Konstitusi
n pengujian
UUD 1945.
guji semua
mpunyai alasan

alnya.®
kamah Konstitusi
apabila dit asal, ataupun seluruh
Undang-Undang yang dianggap berlawanan dengan Undang-

®Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), 280.

"Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

8Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-Tiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “

®Irene Angelita Rugian, Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman) Jurnal Konstitusi 18 no.2
(2021), 461.



Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi
bertindak sebagai negative legislature atau pembatal norma.
Mahkamah Konstitusi Sebagai negative legislature
hanya dapat membatalkag@aorma yang sudah ada didalam suatu
peraturan bila berlaw, n UUD 1945, maka Mahkamah
Konstitusi sehar olehkan menambah norma-

Mahfud MD.
dan Hukum
mengatakan
badan yang
Perwakilan

legislature . ialah sua
lembaga negara sep

dan Pemerintah yan kekuasaan
k suatu peraturan.!!
ah Konstitusi ialah a peradilan

itusionalitas
materil dan
itusi tertuli

ai wewenang untuk
dan dapat melakuk
945 hanyalah sebagi
konstitusionalitas tu

berpikir dengan pertimbangan yang sempit, lebih spesifiknya
hanya melihat apakah Undang-Undang tersebut berlawanan

OMmartitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 10.

I Moh Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), 280.

123immly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal
Dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta, 2005) him.57.



dengan UUD 1945 atau tidak. Mahkmah Konstitusi perlu
mampu melihat serta menjangkau prespektif yang lebih luas.
Demikianlan yang dinamakan dengan positive legislature.™
Hakim Mahka Konstitusi didalam mengambil
keputusan secara egislature berdasarkan dua
pertimbangan hu , memberikan pelindungan
terhadap hak negara dan yang kedua,

nemuan hukum dila ada kalanya
tidak ‘lengkap atau iki fsiran yang
gan demikian hakim hukum dan
an hukumnya:Hal ini n penemuan
vinding). Teori ten an hukum
nnyaan mengenai in
undang-undang.*

si hukum pada dasar
hal diantaranya:

d. Terjadi
Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih

31bid,.8.

14 Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya
Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of
Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, 225.
https://jurnalfsh.unisa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433

15 Ibid., 241.



https://jurnalfsh.unisa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433

lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi
berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga
tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.®

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari bebesfi®a penelitian yang relevan yang
mengkaji terkait judul yz ibuat, baik dalam bentuk skripsi,
jurnal, tesis dan lain okus yang berbeda. Berikut
beberapa karya i

Persamaan
enelitian
Dalam  pe penelitian
ini mem§i i memiliki
mengenai kes an  terkait
bagaimana da de putusan
putusan M3 ah
inkonstitusional Ko si  yang
bersyarat terha be
kepastian huku ink tusional
be it

itian
I memiliki
kesamaan terkait

dengan
Di mengenai implikasi | konsistensi
Mahkamah hukum dan praktik | penerapan
Konstitusi inkonstitusional inkonstitusional
bersyarat di | bersyarat didalam

16 1bid., 231.
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3 | Dinamika Dalam penelitian
Mahkag ini memiliki
Kog esamaan terkait
r sistensi

ahkan
Konstitusi

idici dimana skan
eVie putusan:  terse judicial
una memberikan

i dampak * terha

ma positif.  Legisl

rna dan cara panc
dari’ hukum is
melihat
permasalahan

tersebut

Penelitla
penelitian seft
ciri khas terseffd

JEne

M ¢
pe

Nnydng sudd

amah
si dalam

an perbedaan dari

an ini tentu memiliki

da sebelumnya yaitu

didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu
terkiat dengan ketidakkonsistennya Mahkamah Konstitusi dalam
menetapkan putusannya dalam putusan No.78/PUU-XXI1/2023.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini lebih fokus pada persoalan
inkonsistensi pada putusap Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-
XX1/2023. Oleh seb enelitian hukum normatif atau
doktrinal menjadi nya. Dari pandangan Peter

yses the relat
difficullty and,
doktrinal ialah
an klarifikasi yang ap prinsip-
ng mengatur kelom enganalisa
antara pedoman, me i asalah, dan
emprediksi kejadian
ukum normatif diseb an doktrinal
lain ¢ penelitian yan

les, explain
icts future

nt.

ini

diantaranya:

"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2011, 32.

1850erjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 14.
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a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Metode pembahasan penulis mengenai penelitian ini
yaitu dengan melakukan pendekatan dengan perundang-
undangan (Statute Approach), yang berarti cara untuk dapat
memahami eluruh terkait dengan aturan
perundangan- memiliki keterkaitan dengan
ini sedang ditangani.'®
dang-undangan yang

003 Tentang Mahk
mor 1 Tahun’ 1946
dang-Undang Nomor
Atas/Undang-Undan

ran Hukum
16 Tentang
ahun 2008

formasi ‘dan Transak: Keputusan
Konstitusi No. 78/PU

Studi Kasus (Case

ng digunakan dala ini dengan

perkara-perkara  yan
yang dihadapi
lemba i iliki

diterapkan adalah
metodologi yang bergantung pada anggapan atau ajaran
yang telah tecipta dalam ilmu hukum.?! Inkonsistensi dalam

19Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing Malang, 2007, 302.

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2017), 134.

21pid, 177.
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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI1/2023
menjadi fokus dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud rzuki menegaskan, bahwa bahan

ita acara pada saat
ndangan.?? Didalam
primernya:

ia Tahun 1945
0 Tentang
Nomor 24

003 Tentang Mahka
-undang  Nomor 1
n Hukum Pidana

ndang=Undang Huku
-Undang Nomor 1
an Atas Undang-Und
Informasi dan Trans
Mahkamah Konstitu
um Sekunder

, idalam
il beberapa bahan

1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang
mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.
2) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.

22 | bid, 141.
23 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, 318.
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3) Hasil dari adanya penelitian terdahulu yang mempunyai
keterkaitan dengan penelitian ini.
4) Doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan
penelitian ini.
4. Teknik Penumpulan Ba
Tata cara dala
penelitian ini m

Hukum

ulkan bahan hukum didalam
| peraturan undang-undang,
jstematisasi bahan hukum

n data elektronik. D

ikumpulkan™ berdasa
4

tas dalam penelitian i but dengan
elibatkan pelaksana i tau analisis
an data dengan bant i
penelitian ini meto
riptif, 'yang berarti

isan digunakan untuk
memberikan suatu gambaran dari adanya pokok-pokok
permasalahan yang ada didalam suatu ringkasan yang diuraikan

24 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 312.
25 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429.
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pada masing-masing bab. Dalam penelitian ini, sistematika
penulisannya diantaranya:

BAB | PENDAHULUAN: Terdapat latar belakang suatu
permasalahan yang dijadikan objek penelitian, rumusan masalah
berupa pertanyaan yang muncul sesuai dengan latar belakang,
tujuan penelitian berupa tujuan yang dimaksud dari adanya
permasalahan sebagai obj elitian, manfaat penelitian yang
bisa didapatkan, keran bagai acuan dalam penelitian,

g melandasi
alisis dalam
ebelumnya,
membentuk
persiapkan

turunan dari tem
nya yang dimana inf
eori ~yang.. berguna
takan dalam bab ini.
DE PENELITIAN:
el data, variabel pene
, serta analisi data, se
de tesebut akan

BAB V , serta keterbatasan
penelitian ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang
telah dibuat



BAB 11
KAJIAN TEORITIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Konsep judicial review pertama kali muncul di kebanyakan
negara yang menganut pringi@supremasi konstitusi. Adanya istilah
judicial review merupa ng khas dari hukum tata negara
yang ada di yang memiliki arti
wewenang/keku dilan  untuk  dapat
leh pemerintah yang
omo, di negara
ereka hanya
icial review
peraturan
an tersebut
a peraturan
p konstitusi

an tertentu. oleh h
tu ketentuan hukum
an yang ‘lebih tinggi
er hukum tertinggi.

ian Peraturan Perunda
erhadap produk legi
ang dilakukan oleh |
lalu berkembang dari

yai sejarah
lan (judicial

an Hans Kelsen
erhukum dibanyak
negara, sa i . g pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan
(judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh
dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum
dinegara Indonesia. Perdebatan tentang perlu atau tidaknya
pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk

15
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menguji peraturan perundangan-undangan sebenarnya sudah
muncul saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945) dalam sidang pleno Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu
Zyunbi Tjoosakai, p nggal 15 Juli 1945, khususnya
perdebatan antara in dengan Soepomo.! Moh.
KI dalam sidang pleno itu,
an kehakiman meliputi

bagian

jang
dibuat
an Perwakilan Ra

Undang-Undang
atau bertentangan den
aukah tidak bertenta
di, dalam Mahkamah
badan sipil dan kr

ap tuan ketua
n saja dapat
diterima, walaupun pendjelasan itu, berhubung

! Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI
dan PPKI 28 Mei 1945- 22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1955), him.299,
dalam Benny K. Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran
Pengujian UU Terhadap UUD), (Jakarta: Kepustakan Populer Gramedia, 2013), 2.
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dengan waktu atau aturan rapat kiranja saja djelaskan
setjara singkat sadja.”?

Usulan itu serta merta ditolaknya oleh Soepomo. Beliau
memberikan tiga alasan atas penolakannya. Pertama, Soepomo
mengatakan bahwa kewepangan yang dimiliki oleh Mahkamah
Agung hanya men ang-Undang berkaitan dengan
| itu merupakan konsekuensi

. Sudah selayaknya
gi) mempunyai

ap UUD 1945
un, dinegara
tiga jenis
D 1945 ini
badan itu.
mengontrol
Soepomo
ajukan oleh
mengontrol
stem seperti
g menganut

daklah eksis. Dala

asaan kehakiman
ng membentuk Un
ahwasanya maksud s

kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk
Undang-Undang. Memang maksud sistim jang

2 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama,
(Jakarta, Jajasan Prapantja, 1959), 336.
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diajukan Yamin, ialah supaja kekuasaan kehakiman
mengontrol kekuasaan Undang-Undang.®
Kedua, diantara para ahli tata negara tidak ada kesamaan
pandangan mengenai kewenangan badan kehakiman untuk

diberi
bisa

bunjinja,
demikian,

ktik, djikalau ada pers
atu Undang-Undang
ndang Dasar atau tid
| yuridis, tetapi soal p
dan disini dalam pra

terang akan mengatakan, bahwa para ahli hukum
Indonesia pun sama sekali tidak mempunjai
pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus
mengingat djuga bahwa di Austria, Ceko-Slowakia

3 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI
dan PPKI yang Berhubungan dengan Penyusunan UUD 1945, (Jakrta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia, 195), 305.

4 Ibid, 306.
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dan Jerman waktu Weimar bukan MA, akan tetapi
pengadilan spesial, Constitutioneel-hof, sesuatu
pengadilan spesifik jang melulu mengerdjakan
konstitusi. Kita harus mengetahui bahwa tenaga kita
belum begitu dan bahwa kita harus
menambah te hli-ahli tentang hal itu.
Djadi, bu a sadja kita belum

nya yang justru idak setuju,
besar. BPUPKI ber olak usulan
in. Dengan suara ter etua sidang,
UD 1945 yang dite
UD 1945.yang tela eh BPUPKI
umkan wewenang ke iman untuk
ng-Undang terhadap
lah membukarkan di
iberi nama Panita

, tetapi mengambil
disiapkan BPUPKI
dengan perubahan seperlunya. arena itu, UUD 1945
yang telah ditetapkan mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945
tidak mengatur kewenangan kekuasaan kehakiman untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.7

% 1bid, 307.

® Benny K. Harman, mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran
Pengujian UU Terhadap UUD), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 154.

" 1bid, 2.
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UUD 1945 dan konstitusi RIS tahun 1949 tidak mengatur
kewenangan badan kehakiman untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945. Pgmbentuk konstitusi RIS tahun 1949
sebenarnya telah mg an kewenangan untuk menguji
Undang-Undang amah Agung (MA), namun

Remikian  pula, para
idak menghendaki

an kehakiman,
ang  pernah
oleh wakil-
ante ketika
ahun 1950.
uante yang
irtai - politik

politik dalam Maj
D baru untuk'mengga
sidang-sidang M
ada ©1957-1959, w
ahkamah Agung me
kan pemerintah di sa ; angan untuk
ng-Undang terhadap un karena
arno mengeluakan

krit Pesiden 5 Juli
1959, ba 5) atau rezim Orde
Lama maupun Presiden Soeharto (1965-1998) atau Orde Baru,
ternyata tidak menjalankan UUD 1945 secara baik, meskipun

8 Lihat Pasal 156 Konstitusi RIS.

® Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS menetapkan UU federal tidak dapat diadakan
penilaian apakah bertentangan atau tidak isinya dengan Konstitusi RIS. Lihat pula, Sri
Soemantri, Hak Uji Materiil di Indonesia (Bandung:Alumni, 1997, edisi ke-2, cet.ke-1),
24,

10 Lihat Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950.

11 Benny K. Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran
Pengujian UU Terhadap UUD), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 154.



21

kedua rezim itu sama-sama menegaskan komitmen untuk
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada
saat yang sama, pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman perlu
memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap
UUD tetap ada. Sehingga, pada tahun 1970 melalui UU No. 14
Tahun 1970 tentang aan kehakiman, gagasan tentang
judicial review dig Rgan memberikan kewenangan

pembentuk

cial review
peraturan

Agung memiliki
ji secara materiil t
angan dibawah Und
efektif dan efisien, s
tu: 1) alasan-normatif, angan dalam
ran perundang-unda

aka untuk menguiji
an diberikan kepada
dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni kepada
Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan dibawah Undang-Undang sesuai dengan ketentuan
Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan kepada

12 _ihat Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-etentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
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Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jadi dengan
perubahan ketiga ini, kewenangan kekuasaan kehakiman untuk
melakukan  penguji eraturan  perundang-undangan
diperkuat dan di egitimasi  yuridisnya. Jika
sebelumnya h i Undang-Undang, saat ini
NRI Tahun 1945. Jika

alam melakukan ju ilaksanakan
si penegak hukum y h Konstitusi
ahkamah " Agung ( sama-sama
lakukan judicial revie ua lembaga
ngkup kewenangan Mahkamah
I | kewenang an judicial

rundang-undangan

Undang-Undang.
Sedangkan ayat (1) UUD 1945,
Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan

13 Safi’, Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian
Historis dan Politik Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 11.

14 Siplawfirm, Judicial review dan Ketentuan Hukum yang Mengatur,
https://siplawfirm.id/judicial-eview-dan-ketentuan-hukum-yang-mengatur/?lang=id
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mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD
19451

Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) diperkuat dengan
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan per perundang-undangan yang
menyatakan:

ng diduga bertentangan

judicial review. Revi i kan sebagai
k menilai, memanda
ri kata re dan view se an view atau
suatu kegiatan untuk esuatu lebih
purnanya keadaan s j g dipandang

terhadap anakan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan yudisial yaitu diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung bagi produk hukum dibawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Konstitusi

15 Lihat Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

16 |ihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

17 Alfian  Yulianto,”Judicial ~Preview Sebagai Mekanisme Penakaran
Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang”, Jornal Of Indonesian Law 1, No.l,
2020, 20.
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yang melakukan uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 dalam sistem
ketatanegaraan, negara Indonesia telah memberikan ketentuan
atau pengaturan dalam pengujian terhadap suatu produk hukum
yang dikenal dengan judicial review yaitu suatu mekanisme
pengujian yang dila terhadap produk hukum pasca
iatasnya. Mekanisme judicial

” dalam bahasa Yun.
awalnya belum dib rtas, maka
iberlakukan sebagai seni. Kata
bahasa Perancis (d i tituer yang

digunakan.

k”) berasal dari k dalam
g merupakan nama k dokumen
esia. Baik dalam bih sempit

gertian konstitusi m
dangnya identik deng
itusi dari berb

tukan, penyusunan
kata lain yang lebih
sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan

18 Dahlan Thaib, Teoi dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
7.
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tentang suatu bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan
sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.*®
Pengertian konstitusi secara terminologi tidak hanya
dipahami dengan cara sederhana, tetapi dapat dipahami secara lebih
luas lagi, hal itu dapat disebabkan karena semakin kompleksnya
permasalahan dalam s ara, maka untuk memahami
konstitusi pendekatan ari sudut pandang hukum, tak

perbedaan
stitusi sama
dengan dasar bah uran hukum
u berbentuk catatan ang tertulis
45. Ada pula yang ber a konstitusi
UUD 1945, dasarnya tidak semua
imuat didalam konstit al-hal yang

1945, oleh
memahami k
a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

MK berdiri sebagai special tribunal secara terpisah dari
Mahkamah Agung, yang telah mengemban tugas khusus hal
tersebut merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh

19 Jazim Hamidi, Hukum Perbandingan Konstitusi, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser,
2009), 87.
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sebelum negara yang berkebangsaan modern (modern nation-
state), yang pada dasarnya hanya menguji keserasian norma
hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih
tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri
utama kewenangan K di Amerika Serikat oleh
Mahkamah Agung perkembangannya yang telah
an rasa kebencian sampai

pengembangan

awal tentara
hukum dan
dekatan ini
mnya yang
iew setelah
udian kasus

eluruh.eropa.denga
ikiran' Amerika.tenta
dengan Madinson (1
g terkenal-buruknya
aruan di benua eropa
acam itu mungkin be
n, seorang sarjana ya

ndang-Undang biasa
dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui
adanya rasa ketidakpercayaan terhadap badan peradilan biasa
untuk melaksanakan tugas penegakkan konstitusi yang
demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang

20 Herman Schwartz, The Struggle For Constitutional Justice in Post Communist
Europe, 2002, him13. (dikutip dari buku Mauarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Ke-dua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

2L |bid, 3.
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terpisah dari peradilan biasa agar dapat mengawasi Undang-
Undang dan akan mencabutnya jika ternyata bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen merancang
model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah
Konstitusi yang berd model tersebut untuk pertama
kalinya yaitu negar, kia pada bulan Februari tahun
1920, rancangan Kelsen

Mahkamah
rancis telah

sepsi ini dengan
nstitutional __council
yang-menjadi bekas
yang dilakukan ol Ketika Uni
negara-negara bekas ropa Timur
eformasi negerinya, ula negara
I negara demokrasi k i ang liberal.
ra direvisi dan dala

s, turut ikut

Isen terkait dengan
pengujian Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan
gagasan yang pernah di kemukaan oleh Prof. Moh. Yamin
dalam sidang BPUPKI namun ide tersebut ditolak oleh Prof.
Soepomo karena konsepsi UUD 1945 yang telah disepakati

22 |bid, 4.

23 Jimmly Asshiddigie dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi, kompilasi
Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: PSHTN FH
VI dan MK, 3.



28

bahwa yang dianut adalah pembagian kekuasaan bukan
pemisahan kekuasaan. Menurut Jimmly Asshiddigie, Belanda
telah mewarisi doktrin tersebut karena dalam sistem hukum
belanda ada doktrin g menyatakan Undang-Undang
memang tidak da U gugat. Atas dasar itulah,
Soepomo tidak untuk menguji Undang-

UuUD 1945
dangkannya
Mahkamah
tiusi) pada
operasional
stitusi pada
embentukan
Mahkamah

g Nomor.24 Tahun
ndang-Undang Mah
stus 2003, yang telah

sejalan dengan
ena lahirnya judicial
mah Konstitusi.
ahkamah Konstitusi

menurut nstitusi diatur dan
diundang 03. Undang-Undang
ini turut mengatur ketentuan peralihan dari perkara yang

2 Jimmly Asshiddigie, Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan
Penyelenggaraan, serta Setangkup Harapan, (Buku: Menjaga Denyut Konstitusi,
Konstitusi Press, Jakarta, 2004), 4.

25 Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah
diubah sebanyak tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Mahkamah Konstitusi.
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ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah
Konstitusi.?®

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didefinisikan secara
singkat apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
adalah salah satu lem egara yang melakukan kekuasaan
kehakiman yang menyelenggarakan peradilan
guna menegak adilan sebagaimana yang
dimaksud di

aga negara baru

ahkamah A h Konstitusi
satu lingkup ke sama-sama
asaan.yudikatif. Ter UUD 1945
Konstitusi

ada tingkat
final untuk
dang Dasar

than umum; dan
rikan putusan atas
akyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Pesiden dan Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar 1945.

% penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)

27 pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

28 pPasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.
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Berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki Mahkamah
Konstitusi tersebut dan untuk terlaksananya kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanahkan oleh
UUD 1945, maka UUD#045 juga menempatkan sebanyak 9
orang hakimyang menjalankan  kewenangan
Mahkamah Kon ) orang hakim Mahkamah
ari DPR, 3 orang dari

lain untuk
imbangi dan

pengujian
enempatkan
n konstitusi
. Dalam hal

n oleh Mahkamah u berkaitan
tangan atau tidakny
merupakan - produk

bahwa Mahkamah
Konstitusi merupakan lembaga tertinggi negara yang
menjalankan kekuasaan kehakiman.!

29 Pasal 24C ayat (3) UUD 1945,

30 Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Andalas
University Press, 2006, 23.

31 Jimmly Asshiddigie, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, (Jakata : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia), 42.
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C. Karekteristik Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan perubahannya. Terkait dengan
karakteristik ataupun jenis-jenis putusan MK, Achmad Roestandi
dalam Mahkamah Konstitusigalam Tanya Jawab. Menjelaskan ada
3 jenis putusan MK, dia
1. Sifat-sifat Umu

ah Konstitusi

ohonan bisa dikabul

beralasan ™ menuru alam hal
an dikabulkan, MK
atan ayat, pasal, dan b
ntangan dengan UU
lain itu, dalam hal pe
an tidak lagi memenu
dang berdasarkan U
atakan permohonan di

materinya sebagian
atau

%2 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, (Jakarta:
Sekeretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 213.
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2. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK terus mengalami perkembangan, Harjono
dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa,®®* menjelaskan
bahwa tiga jenis put K yang sudah umum digunakan
akan semakin suli guji sebuah undang-undang.
Bahwasanya
sifat yang di

u tidak dengan ko
ena itu,. dalam: perke
ainnya dalam praktik
onal Bersyarat'(Cond
onstitusional beryar
a:

san konstitusional juan untuk

dengan syarat-syarat yang

¢) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma
yang telah diujikan dalam pembentukan undang-

3 Hajono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 178-179.

34 Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pngelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Model dan Implementasi Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, (Studi Putusan Tahun 2003-
2012), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2013), 8-
9.
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undang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang
telah ditentukan MK atas putusannya;

d) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau
pedoman bagi MK untuk menilai terkait
konstitusionalitas norma yang sama;

rkembangannya pencantuman

t, pada mula nampaknya MK

itan dalam merumuskan

beralasan
ngan tetap

gga dinyatakan
pertahankan-konstitu
san-konstitusional be
buka peluang adan
ra tekstual tidak terca
ang;

san konstitusion untuk
gantisipasi terjadinya

uka peluang
orma yang
atu undang-

ika sebuah ketentuan

yang rumusannya bersifat umum dikemudian hari
dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu
tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD1945).%®

% Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 179.
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Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B,
maka B akan bertentangan dengan konstitusi. Demikian
pasal tersebut bisa diujikan kembali. Intinya adalah
kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, hal itu
bersifat konstitusional, namun jika diterapkan dalam
bentuk B maka bertentangan dengn konstitusi.
(Conditionally

2)

stitusional ~ beryarat
san konstitusional

inya bahwa pasal ' nyang telah
sebut .ialah. inkonsti yarat yang
n oleh MK tidak di i n demikian,
g dimohonkan diuji aat putusan
n adalah .inkonstitu
usional bersyarat seb
| dipenuhinya syarat

gislature

Konstitusi.
dilaksanakan dengan bijak di negara yang menganut supemasi
hukum bukan supremasi parlemen. Negara yang menganut
supremasi parlemen, produk hukum yang telah dihasilkan tidak

% 1bid., 9.
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dapat ditentang karena parlemen sendiri merupakan bentuk
cerminan kedaulatan rakyat.3’

Sejalan dengan ajaran Trias Politica yang dikemukakan oleh
Montesquieu, yang menyatakan kekuasaan negara tidak perlu
terpusat di satu tangan ataainstitusi sehingga dapat menyebar
disegala bidang. Ajaran itica mempunyai sistem checks
and balances, artiny embaga negara dapat saling
memeiksa atau i Ki ama lain sesuai dengan
wilayah kek

atif dengan MK (yud
mbaga tersebut me
berbeda, lembaga

yang memil dapat mengontrol
keabsahan te ng. MK juga dapat
mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan Undang-
Undang jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pencabutan tersebut merupakan cerminan dari wewenang MK

37 Nanang Sri Darmani,“Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam
Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol 1I, 2015,
259.
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sebagai Negative Legislature. Sebagai negative legislature, MK
tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Undang-Undang
seperti halnya lembaga legislatif. Negative legislature sendiri bisa
dimaknai sebagai suatu tindakan MK untuk membatalkan aturan
ajudikasi inkonstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD
1945, atau membiarkan ang diberlakukan oleh lembaga
legislatif sepanjang U ai tolak ukurnya.®

“The Origin and
| Law”. Teori
au membuat
MK sendiri
n terhadap
hanya' «sebatas pe i nilai
ang=Undang baik dar aupun dari
gkan pengujian legal kukan oleh

nstitusi Sebagai Nega
kewenangan Mahk
ng-Undang  terhadap ang Dasar
ut didasarkan pada
I salah satu lem

penegakan Undang-
Undang Dasar 1945. Pendapat Hans Kelsen menyatakan bahwa
adanya Mahkamah Konstitusi di suatu negara sangatlah
penting. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bisa disebut badan
khusus yang menjamin efektifitas pelaksanaan ketentuan

38 Esfandiari, Fitria dkk,”Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia”,
Jurnal Hukum 1, 2012, 3.
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konstitusi yang berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan yang yelah dibuat oleh badan legislatif sebagai
pembuat produk hukum.3®

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji

dengan
mah Konstitusi

elsen “a court w
Ily or_.generally
Negative legislator y n tugas dari
nstiusi- berbeda deng iti islator yang
as dari lembaga le i
g.

mah Konstitusi Seba

tidak memiliki
um baru karena hal
tersebut merupakan  kewenangan lembaga legislatif atau
positive legislator. Oleh karena itu, apabila terdapat putusan
MK yang menyatakan suatu bagian, pasal, atau ayat dalam
Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka

%9 Faiz, Pan Mohammad,”Relevansi Doktrin Negative Legislator”, Majalah Konstitusi
No0.108, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016, 14.

40 Hans, Kelsen,”General Theory of law and state”.Cambridge: Harvard Unity Perss,
1949, 8.
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bagian, pasal, atau ayat itu tidak lagi mempunyai daya guna
(efficacy) tetapi tetap berlaku/tertulis.

Menurut Maria Farida Indrati S, dalam hal putusan judicial
review dikabulkan oleh MK, maka bagian, pasal, atau ayat yang
bertentangan dengan 1945 masih memiliki daya laku
(validity) sampai dicabut oleh lembaga yang
berwenang tetapi

1) Undang-
Konstitusi,
putusannya
atau bagian
aka materi
ng tersebut

bahwa. putusan MK
hwa_materi muatan a
g bertentangan denga
asal, dan/atau bagian

ranah para

legislature,
negara Yyaitu:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.%?
Kewenangan untuk mengambil keputusan legislatif yang positif
sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi, terkhusus dalam

41 Lubis, Mhd Ansor, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Norma dalam
Undang-Undang,https://ansor.blog.uma.ac.id/2023/11/15/kewenangan-mahkamah-
konstitusi-membatalkan-norma-dalam -undang-undang/

42 Indonesia, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.
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menjalankan kewenangannya hal ini menandakan bahwa MK telah
mematenkan dirinya sebagai lembaga negara yang mengawal
demokrasi (the guardian of democracy) dan sebagai pengawal
konstitusi ( the guardian of the constitution) yang menjunjung
tinggi setiap prinsip-prinsip peradilan untuk menegakkan keadilan
yang substantif didalam eputusan yang telah ditetapkan.
Perwujudan keadilan if tersebut dapat dilihat dari

Konstitusi
4 jenis putusan, anta kan, ditolak,
ima, dan dianggap [ nstitusional
alnya putusan-Ma
kan / suatu _norma
gan Kkonstitusi,
inamika  perundang
itusi mulai mengint

a sebagai negative

legislature m :

Pergeseran Mahkamah Konstitusi yang semula hanya sebagai
negative legislator kemudian menjadi positive legislature, meurut
Ronald Dworkin dalam buku Martitah menjelaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi telah menerapkan judicial discretion. Jucial

43 Adena Fitri PS, Purwono Sungkono R, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative
Legislator dan Positive Legislator”, https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112
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discretion, menjadi positive legislature bukan berarti Mahkamah
Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai legislator seperti
halnya lembaga legislatif membuat Undang-Undang, Mahkamah
Konstitusi tetap sebagai lembaga peradilan dengan kewenangannya
untuk mengadili, dan megaytus perkara. Untuk itu, judicial
discretion Martitah be bahwa Mahkamah Kosntitusi
hanya bertugas untu kum bukan untuk membuat

urut Hans Kelsen
islature, seperti
artitah terjadi
g konstitusi.
diterima di
itu setelah

sebagai
yang di

Wolfe menyadarka
hakim dalam pena
rkebalikan dengan si pkan hakim
iri dalam sikap atau t
aga legislatif telah m
um buatan hakim (ju
mampuan legislatif
selalu ditemukannya
jisi sendiri oleh haki

Alasannya,
at Undang-

di Indonesia. Diantara sejarah yang diberikanm ada satu hal
yang perlu dikaji yaitu terkait perkembangan amar putusan MK
dalam perkara judicial review. Awalnya MK hanya mempunyai

44 Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Positive Legislature Ke Negative Legislature,
Jakarta: Konstitusi Perss, 2013, 210.
% Ibid, 211.
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tiga pilihan putusan yaitu: menolak permohonan, menyatakan
tidak dapat diterima, atau mengabulkan sebagian atau
seluruhnya dari permohonan dengan menyatakan pasal, ayat,

tidak bisa
ermohonan
a, jika MK
idak sesuai

n meyakinkan ha
kan. Pemohonan tid
honan  diajukan: caca
ur hukum-pengajuan Sedangkan
K dapat:mengabulk jika dinilai
g beralasan berh i dan
kim atas dalil permoh
I negative legislator

engan
eral Theory of Law
and St usi hanya dapat
membatalkan atau meniadakan undang-undang.” Kelsen

46 Mohammad Mahrus Ali and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, “Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta
Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on
Conditionally Constitutional and New Legal Norm),” Jurnal Konstitusi, 12, no. 3 (2015):
637.

47 Fista Prilia Sambuari, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah
Konstitusi,” Lex Administratum 1, no. 2 (2013), 17-24.
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berpendapat, “... A Court which is competent to abolish laws --
individually or generally-- function as a negative legislator.”

Perkara yang dihadapi akan semakin kompleks seiring
berjalannya waktu, Ma ah Konstitusi mulai beranjak yang
semula hanya sebagai legislator kini meluas perannya
sebagai positive MK yang semakin meluas
sebagai posi ditandai ketika MK
engatur seperti amar

ru dianggap
jika arat yang
oleh putusan MK.
onstitusional be onditionally

tional); Putusan yan bahwa isi
ndang-undang” yan iuj dianggap
sional selama dianggap
tidak diga muatannya
Mahkamah

new norms); Model
putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah atau

48 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, General Theory of Law and State
(New York: Russsel & Russel, 2017), https://doi.org/10.4324/9780203790960

4% Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Lagislature
? (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 8.

50 Asy’ari, Hilipito, and Ali, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).”
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menambahkan materi muatan dari bagian undang-undang
yang telah dimohonkan untuk diuji.

Amar putusan MK yang demikian, tidak hanya sekedar
untuk membatalkan norma dalam undang-undang (negative
legislator), namun bisa Ighih dari itu, MK juga membuat norma
baru untuk mengore ebelumnya (positive legislator).
Putusan MK ya dasarnya telah keluar dari

positive legislator
D selaku ketua
-rambu terkait
, Salah satu
idak boleh
tur. Artinya,
Mahkamah
rtentu yang
Ikan.>! Perlu
ah lingkup
Mahkamah

uatu keputusan yang
ng-undang telah dib
menentukan isi, cara,
isi undang-undang ya
a domain regulasi
fud MD juga mene
enang hanya semat

-undang ' yang diuji
iusionalitas, sekaligus

ature?”
menyata MK vyaitu untuk
menjadi entuk norma, hal itu
sudah ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2003, yang
menyatakan MK sebatas menghapus norma (negative
legislator). Menariknya, meskipun putusan positive legislator

1 Moh. Mahfud MD, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi,” Jurnal Hukum lus Quia lustum 16, no. 4 (2009), 441-62,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1
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itu berada diluar dari kewenangan MK itu sendiri, hamun
Martitah justru menyampaikan didalam penelitiannya bahwa
putusan-putusan MK yang bersifat positive legislator yang
sudah ada justru dapat menempatkan keadilan di atas hukum,
banyak dari putusan embuat terobosan hukum baru
(rule breaking) u erkait dengan ketertinggalan

yang digunakan
lamanya dapat
menciptakan
MK Kketika
MK untuk
rut Steamer
e legislator
rika Serikat

atnya prinsip “judg di bidang
baga legislatif yang U kerapkali
senjangan « dengan dinamika

secara vertikal

yang

-hati  ketika ingin
mengelua t positive legislator,
mengingat hakikat MK yaitu lembaga yudikatif dan bukan
lembaga legislatif. Hendaknya hanya dalam hal-hal urgen saja
MK dapat mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur,

52 Martitah, “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Lagislature
?,7 144,

53 Robert J. Steamer and Christopher Wolfe, The Rise of Modern Judicial Review:
From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law., Political Science Quarterly, vol.
102 (Maryland: Rowman & Littlefield, 1987), https://doi.org/10.2307/2151497
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seperti untuk alasan tercapainya keadilan substantif yang tidak
bisa dilakukan hanya dengan membatalkan materi Undang-
Undang yang diuji. Sehingga tidak munculkan anggapan bahwa
MK telah sewenan terlalu  mengabaikan
ketentuan prosedur.

Bersifat Mengatur Sebagai

duk hukum. Pasal
r 12 Tahun 2011
atu materi. muatan y tur didalam
adalah “tindak lanju

k lanjut” yang term
1 atas mempunyai ma
an mengikat, namu

pembuatan aturan
efektif .5

Putusan MK yang non-self-implementing buah akibat
dari dinamika perkembangan pengujian undang-undang yang
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah

54 pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

5 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

% Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rayat Republik Indonesia, 01 Maret
2011, 8.
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Konstitusi hanya sebatas “mengabulkan permohonan,
menyatakan permohonaiiidak dapat diterima, dan menolak
permohonan,”’ Na erespon praktik ketatanegaraan
yang semakin irnya memunculkan model
putusan lai [ yarat, inkonstitusional

kerap  Kkali
eser perannya

ses legislasi
t dipungkiri
i sifat

n Presiden;, hal terse
I-model putusan te
berpengaruh besar te
yang bersifat mengat
yang tidak hanya ter

saja, hamun juga
angan di bawah unda
Tahun 2011” menjel
jatur dengan unda

undang-undang.
embaga negara yang
ah undang-undang,

Namun j
lain baik

5" pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

%8 Asy’ari, Hilipito, and Ali, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).”

%9 Allan R. Brewer-Carfas, “Constitutional Courts as Positive Legislators,” General
Reports of the Xviiith Congress of the International Academy o Comparative
Law/Rapports Generaux Du Xviiieme Congres de I’academie Internationale De Droit
Compare, 2012, 549-69,
https://doi.org/10.1007/978-94-007-2354-2_23

80 Vicki C. Jackson, “Constitutional Comparisons: Convergence, Resistance,
Engagement,” Harvard Law Review 119, no. 1 (2005), 109-28,
http://www.jstor.org/stable/4093561
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seperti “Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah ataupun
peraturan pelaksanaan lainnya.” Dengan demikian, mekanisme
tindak lanjut atas putusan MK berlangsung dinamis, putusan
MK tidak hanya ditindaklanjuti oleh undang-undang saja,
namun juga oleh peraturan di bawah undang-undang.

Putusan MK harus i serta dapat ditindaklanjuti oleh
pembentuk aturan, a putusan MK bisa dikatakan
sebagai sumb gikat. Pendapat tersebut

. Addressat
perlawanan/
n addressat
dak sepakat

iliki kesempatan unt
terhadap putusan M
n yang kuat dan rasi
MK tersebut.
K sebagai sumber final serta
punyai implikasi i an didalam
i hukum  positif di

berwen
menjadi
oleh addressat, bahkan lebih dari itu bisa melanggar konstitusi
itu sendiri, mengingat MK merupakan lembaga yang paling
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otoritatif dalam menafsirkan konstitusi (the sole judicial
interpretation of the Constitution).®*
F. Teori Konstruksi Hukum

Untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan

konstruksi hukum

adalah suatu

lain yang tidak dij
gi hakim memasukka
uran Suatu peraturan
k ada maksud untuk m
tu dikarenakan terdap
kta-fakta yang dapat
ndang-undangan yan

angan yang
erkara yang
nsur dengan
ngsung oleh

keadaa
tadi, ak
(bentuk huku .

Analogi hukum hanya dapat diterapkan dalam perkara
hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena
hal tersebut dapat bertentangan dengan asas pokok hukum

®1 Fritz Edwadr Siregar, “Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation
Methodology (20032008),” Constitutional Review 1, no. 1 (2015), 1-27,
https://doi.org/10.31078/consrevi1l
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pidana yaitu tidak ada pidana tanpa ketentuan perundang-
undangan yang menetapkannya terlebih dahulu (nullum crimen
sine lege). Hukum pidana jika mengunakan konstruksi analogi
akan memunculkan delik baru. Maka dengan konstruksi
analogi, seorang ahli hu dapat memasukkan suatu kasus ke

m tertulis. dapat me
tuan hukum' tertulis
diterapkan secara la i dak dicapai
konstruksi ini sebe kan bentuk
konstruksi analogi,
ntuk memperluas li
dang-undangan, mak
mempersempit lin

Contrario. H

lesaikan oleh suatu
peraturan. nalogi, hakim akan
mendapatkan kesimpulan yang positif, artinya bahwa hakim
tersebut dapat menerapkan suatu aturan pada masalah yang
sedang dihadapinya, sedangkan konstruksi argumentum a

®2Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-
nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, (Surabaya:
Prenadamedia Group, 2018), 249.
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contrario hakim mendapatkan kesimpulan yang negatif, artinya
bahwa hakim justru tidak dapat menerapkan aturan tertentu
dalam perkara yang sedang dihadapi.®®

—~\vfr

%31bid, 250.
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KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 78/PUU-XX1/2023

A. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
78/PUU-XX1/2023
1. Duduk Perkara

onstitusi pada 2 an Nomor

yang telah d diterima
mah_pada 4 Septem pokoknya
sebagai berikut:*
1B n Pasal 14.dan Pasal ahun 1946;
(1) KUHP dan Pasal uncto Pasal

ITE menurut Para Pe
negara hukum yakni

ama hak untuk
adil, hak untuk

2) Bahwa Permohonan uji materiil Pasal 14 dan Pasal 15 UU
KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3), Pasal
45 ayat (3) UU ITE diajukan karena pasal tersebut bertentangan
Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2),

1 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023
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Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28I
ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28G ayat (1); serta
Pasal 28] ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sehingga
Permohonan ini telah memenuhi syarat adanya ketentuan-
ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji terhadap
ketentuan- ketentuan U UHP, KUHP dan UU ITE yang
dianggap bertentan
3) Bahwa dengan

n ketentuan dan hal-hal di

pengujian
. 1 Tahun 1946,
juncto Pasal

h dahulu Para. Pem
tau legal standing Pa raian pada
untuk menjelaskan b ohon telah
rmil mengenai kedud al standing
alam peraturan yang
hukum yang mengen

hon dalam

nggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

2 pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
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b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

dan prinsip
jatur dalam

yang telah m
No. 2/2021 akan telah adanya
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh
seseorang (in casu Para Pemohon), maka harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

3 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
4 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
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a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut,
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang
dimohonkan pengujian;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
i esifik (khusus) dan aktual atau
ang menurut penalaran yang

jadi;

wa Pemohon ladala arga negara

nesia yang merupa hak asasi
usia yang-dibuktikan Keterangan
isi Nasional Hak As mor 588/K-

itu

Selian

onesia, Pemohon |
ivitas yang memiliki
tujuan pemajuan dan mempromosikan hak asasi
manusia seperti membuat kanal di media sosial, di
berbagai platform yang memuat konten atau materi-
materi dengan tema hak asasi manusia, hukum,
demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dengan mengundang narasumber yang
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berlatarbelakang akademisi, kelompok rentan,
kelompok marjinal, hingga masyarakat pada
umumnya untuk berbicara di kanal yang disediakan
oleh Pemohon I.°
2) Bahwa Pemohon Il adalah perorangan warga
la yang merupakan Pembela Hak
g dibuktikan melalui Surat
ional Hak Asasi Manusia

kungan hidup,
nepotisme,
masi sektor
misi Untuk
Kekerasan
merintahan

g memiliki konsentra
okrasi dan. hak asasi

an mengembangkan kehidupan
egara dengan supre a jauh dari
tik yang: memiliki p kerasan. Di

erugikan hak-hak
Pemohon 1l yang
(2), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

5 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023
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“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.”®
Pasal 28D UUD 1945

atas pengakuan, jaminan,
jan hukum yang adil serta

an berserikat,

nikasi dan
embangkan
rta berhak
menyimpan,
asi dengan
tersedia.”®

ap orang berhak
peroleh+ informasi
adi “dan Aingkungan
k mencari, memperol
golah, dan menyam
ggunakan segala jeni

Il telah jelas dirugikan secara konkret akibat
ketentuan pasal-pasal yang diuji karena keberadaan
pasal-pasal yang diuji dalam Permohonan a quo

6 Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8 Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
% pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

10 pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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justru  menghambat dan  mengkriminalisasi
Pemohon | dan Pemohon Il yang mempunyai fokus
kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi
manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme. Hambatan dimaksud adalah penggunaan
pasal-pasal a quo sebagai alat untuk melaporkan

maupun  Kkebijakan

nya digunakan untuk
kritis terhadap
pemerintah, in

a terhadap Pem

nding menindaklanju , mengadili
ara .yang. sejatinya k substansi
alah (dalam hal ini du nggaran hak
I manusia‘maupun p , kolusi dan

otisme) seperti yang d h Pemohon
n Pemohon II.

wa kriminalisasi yan

OLDA METRO
mohon Il diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 dan 15 UU KUHP. Pada 17 Maret 2022,
Pemohon | dan Pemohon Il ditetapkan sebagai
Tersangka dengan dugaan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto
Pasal 45 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1)
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ke-1 KUHP, kedua primair Pasal 14 ayat (2) UU No.
1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
kedua subsidair Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketiga
Pasal 310 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
7) Bahwa saatg

ohon I dan Pemohon Il berstatus
dan tengah  menjalani
ilan Negeri Jakarta Timur
register No.

No.

| dan

Il dilatarbe i si Pemohon
Pemohon Il atas 1 kajian cepat
Koalisi- Masyaraka i terdiri atas
asan- Lembaga.. Ba Indonesia
BHI), Wahana Ling Indonesia
LHI) Eksekutif Na | Eksekutif
rah Papua, Yayasan ala Rakyat,
baga Bantuan Huku ua, Komisi
ng Hilang dan Ko Kekerasan

KontraS), Jaringan Advokagj
peace Indonesia,

Youtube masing-
il pada 18 Agustus
2021. Pemohon | dan Pemohon Il kemudian
melakukan pembahasan atas hasil riset tersebut pada
20 Agustus 2021 di kanal Youtube Pemohon I
dengan judul “ada lord Luhut dibalik Relasi
Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jendral BIN juga
ada!!”. (vide Bukti P-6).
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9) Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il kemudian
dikriminalisasi dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal
45 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, kedua primair Pasal 14 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
kedua subsidair Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946

s atau rencana-eksplo ok Wabu di
upaten IntanJaya, insi ua Tengah
alui ‘media popule amplifikasi
ungan bagi'warga yan warga yang
dakan akibat meng si tersebut.
ini telah sejalan deng g Pemohon
an Pemohon 1l seb hak asasi

diberlakukannya
diuji yang pada
pokoknya menyatakan Para Pemohon diduga telah
mencemarkan nama baik Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan. Sementara tidak ada penegakan hukum
terhadap materi yang disampaikan oleh Pemohon |
dan Pemohon II.
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11) Bahwa kriminalisasi tersebut telah secara terang
melanggar hak konstitusional Pemohon | dan
Pemohon Il yang secara eksplisit dijamin dan
dilindungi di dalam UUD 1945, dengan uraian
sebagai berikut:

a) Pelanggaran Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945,
yait konstitusional Pemohon | dan

conflict of intere
halangi melalui u
Pelanggaran-Pasal
yaitu hak ‘konsti
Pemohon II atas

UUD 1945,
hon | dan
rlindungan,

dan kepastian adil serta
perlakuan yang s an hukum”
dikerdilkan akibat a yang tidak

menerima

an menggunakan
an dalam perkara a

quo,

c) Pelanggaran Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945,
yaitu hak konstitusional Pemohon | dan
Pemohon II atas ‘“kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
dibungkam setelah mengamplifikasi hasil
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riset objektif yang menyinggung potensi
kesewenangan dan conflict of interest
pejabat publik;

d) Pelanggaran Pasal 28F UUD 1945, yaitu hak
konstitusional Pemohon | dan Pemohon Il
untuk  “mengolah dan menyampaikan
info hdengan menggunakan segala jenis

tersedia” dibatasi karena

san di kanal Youtube
dan dengan potensi
ict of interest yang
lik diancamkan

1945, yaitu
ohon Il atas

a aman’ dan perli i ancaman
kutan‘untuk berbuat uat sesuatu
g merupakan ' hak am Kkarena
ohon | dan-Pemohon isasi setelah
gaplikasikan hak keb dapat untuk

bahas hasil riset tik potensi
wenangan dan confli jabat publik
elalui kanal yang dapat dia i
a selain-itu krimi

saan RI). Terlebih
mempertimbangkan
kasus pencemaran nama baik yang menjadikan
Pemohon | dan Pemohon Il menjadi terdakwa itu
berupa “fitnah” atau “fakta”. Sehingga penggunaan
dan pengenaan tindakan hukum terhadap Pemohon
I dan Pemohon Il yang berusaha mengungkap
kebenaran (fakta), sama dengan tindakan hukum
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seseorang yang telah melakukan fitnah, atau sengaja
menjelek-jelekan orang baik di depan umum.

14) Bahwa situasi yang dialami oleh Pemohon | dan
Pemohon Il membuktikan pertimbangan yang
disampaikan oleh MK dalam Putusan No. 14/PUU-
VI1/2008 terkait penegakan hukum yang belum

sesuai den negara hukum yang demokratis.

ambar dari uraian Penuntun
an kritik kepada pejabat

Nota Keberatan
j berikut (vide

m dari Tim Ad Demokrasi,

apat konstruksi dengan
utarbalikan fakta an analisa
um yang keliru, nam secara rapi
indah, agar perbuat aris Azhar
Fatiah Maulidiyant a diuraikan

m Surat Dakwaan me
g terlihat hanyalah
eolah-olah  demi
r, dan Lingkunga

adap prinsip hak
n pasal-pasal yang
tengah diuji tidak lebih hanya sebagai ancaman bagi
hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon | dan Pemohon
I1. Situasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap
hak yang dimiliki Pemohon | dan Pemohon Il yakni
hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai
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yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin
pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
16) Bahwa kerugian yang dialami Pemohon | dan
Pemohon Il berdampak kepada terhambatnya upaya
mereka berdua untuk memperjuangkan, menyiarkan
dan mempromosikan isu terkait Hak Asasi Manusia,

diran dan" keberlaku
ait dengan. tidak da
stitusional Pemohon t
inan, perlindungan d
serta perlakuan yan
kebebasan berpend
ra hukum.

ahwa apabila MK meneri
hon untuk sel

sional Para P

yang diuji
annya hak
pengakuan,
ukum yang
pan hukum
gan prinsip

rasi dan supremasi

b. Pemohon Badan Hukum Privat
19) Bahwa Pemohon Il dan Pemohon IV merupakan
Badan Hukum Privat yang memiliki kedudukan
hukum (legal standing) karena adanya hubungan

sebab akibat (causa verband) antara berlakunya
ketentuan pasal dalam undang-undang yang diuji
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dengan aktifitas, kegiatan, dan kerja-kerja dari
Pemohon 111 dan Pemohon IV. Bahwa Pemohon |11
adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
berdasarkan akta notaris no. 186 tanggal 19 Oktober
2011 (vide Bukti P-8) dan telah disahkan melalui
Menteri Hukum dan Hak Asasi

138 Indonesia Nomor:
hun 2011 (vide Bukti P-
n ketentuan Pasal 13

juncto Pasal 18 ayat
akta no. 186
or 02 tanggal
yang telah

Keputusan
teri Hukum dan Ha ia Republik
Nomor: 06-0033722

akili oleh-Muhamma
al Arifin, S.H.1. (vid
wa dalam Pasal 3 An

tidak
edakan  agama,

kinan politik, jenis
kelamin  maupun latar belakang sosial
budaya;

b) Menumbuhkan, = mengembangkan  dan
memajukan pengertian dan penghormatan
terhadap nilai-nilai negara hukum dan
martabat serta hak-hak asasi manusia pada
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umumnya dan meninggikan kesadaran
hukum dalam masyarakat pada khususnya,
baik kepada pejabat maupun warga negara
biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-
hak dan kewajibannya sebagai subyek
hukum;

ktif dalam proses pembentukan
akan hukum dan pembaharun
dengan Kkonstitusi yang

asi Umum Hak-Hak
al Declaration of

an program-
dimensi

keadilan dalam ik, sosial,
ekonomi, -budaya, ngan fokus

bantuan
hukumydi dalam pengadilan,
termasuk naseh konsultasi),
pembelaan, mew gan umum,

negosiasi, media

Dispute  Resolution

menyelenggara
enerangan

(Alternative

an cara-cara antara

ceramah-ceramah,

konferensi konferensi, seminar, workshop,
panel diskusi, penerbitan  buku-buku,
majalah, brosur, pamflet, dan lain
sebagainya;

f) Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul,
kritik-kriitik maupun komentar tentang
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masalah-masalah hukum kepada lembaga
yang berwenang di bidang yudikatif,
legislative, maupun eksekutif serta kepada
masyarakat luas;
g) Mengadakan Kerjasama dengan lembaga-
lembaga dan/atau instansi-instansi
maupun non pemerintah di
di luar negerti;

dan

engadakan sosial yang
antara lain me eningkatkan
kesadaran huk kemampuan
masyarakat yang t an/atau buta
hukum™ untuk irinya dan
memperjuangkan kepentingan
yang sah menurut
Memberikan bim
hukum bagi para

han praktek
ama sarjana

P
usulan baik kepada
gara Negara maupun
masyarakat luas berpotensi dilanggar hak
konstitusionalnya karena keberlakuan pasal-pasal
yang diuji. Kritik, pendapat dan usulan yang
diberikan oleh Pemohon I11 dapat menjadi delik atau
dikenakan pidana karena kehadiran pasal-pasal yang
diuji oleh Para Pemohon. Sehingga baik langsung
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maupun tidak langsung menghambat kerja maupun
tugas dari Pemohon I11 untuk menjalankan tugas dan
peranan dalam perlindungan, pemajuan, dan
pemenuhan hak asasi manusia.
22) Bahwa Pemohon 1V adalah Badan Hukum
Indonesia berbentuk Perkumpulan bernama Aliansi

telah  memperoleh
enteri Hukum dan

(1) dan ayat

nggaran Dasar dan ah Tangga,
ohon I\ diwakili ole ka Ningtyas
graini (vide Bukti P-
wa Pemohon IV mer isasi profesi
g secara terus meneru melakukan

okasi untuk mem
basan Pers berupa h
informasi, hak berk
emperjuangkan . harkat
jahteraan para jurnald

n Rumah Tangga
fungsi untuk
memperjuangkan kebebasan pers. Hal tersebut
tertuang dalam Pasal 10 Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (vide Bukti P-10) yang
menyebutkan misi dari AJl adalah memperjuangkan
kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan
informasi, meningkatkan
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25) profesionalisme jurnalis, memperjuangkan
kesejahteraan  pekerja pers, mengembangkan
demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan hak
jurnalis dan pekerja perempuan, terlibat dalam
pemberantasan  korupsi, ketidakadilan  dan
kemiskinan.

26) Pemohon

dalam perjalanannya telah
litigasi di  Mahkamah
engajukan Hak Gugat

rkara Permohonan
-Undang terhadap
ublik Indonesia
81/PUU-17
0. 89/PUU-
Republik
nesia, dimana kedud emohon 1V
rima.oleh Mahkamah
wa Pemohon' IV j ermohonan
gujian didasari atas serta usaha
ujudkan visi, misi idirikannya
nisasi yakni men demokrasi,
perjuangkan hak j

iminalisasi dengan
rlebih pada Pasal 14
dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 termuat frasa
“berita atau pemberitahuan”, “menyiarkan berita
atau  mengeluarkan  pemberitahuan”,  dan
“menyiarkan kabar” yang erat kaitannya dengan
karya atau kerja-kerja anggota dari Pemohon IV.
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29)Bahwa hak konstitusional Pemohon 1II dan
Pemohon IV yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F,
dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 berpotensi
dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang

haknya secara
masyarakat,
ial dirugikan
ikan dalam

perkara a quo
upaya-upaya Pem
sebagaimana. ter
Dasar organisasi
nilai-nilai demokr
hukum;

Pelanggaran Pasal
yaitu ‘hak konstit

Anggaran
erjuangkan
n supremasi

Kritik
hukum untuk
menggembosi upaya advokasi penegakan
hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan
pers oleh Pemohon Il dan Pemohon IV
menggunakan pasal-pasal yang diujikan
dalam perkara a quo;
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d)
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Pelanggaran Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945,
yaitu hak konstitusional Pemohon Il dan
Pemohon IV atas “kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
potensial dibungkam oleh pejabat publik
menggunakan pasal-pasal yang diujikan
ara a quo;
asal 28F UUD 1945, yaitu hak
ohon Il dan Pemohon IV
dan memperoleh
bangkan pribadi
serta berhak
, memiliki,
nyampaikan
informasi denga segala jenis
saluran yang ter nsi dibatasi
dengan. keberla asal yang
diujikan dalam pe arena pasal-
pasal tersebut pot kan kepada

Pemohon 11l d IV ketika
memperjuangkan kum, HAM,
demokrasi, dan k serta upaya

untuk mendiseminasi
fakta di lapan

Pelanggaran Pasal 28G ayat (1) UUD 1945,
yaitu hak konstitusional Pemohon Il dan
Pemohon IV atas “rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi” potensial terancam,
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sebab berpotensi dikriminalisasi
menggunakan pasal-pasal yang diujikan
dalam perkara a quo ketika Para Pemohon
menyuarakan hak kebebasan berpendapat,
diseminasi informasi, dan upaya-upaya
untuk memperjuangkan penegakan hukum,
okrasi, dan kebebasan pers dalam
enyelenggara negara yang

memulihkan
MK akan

erikan kontribusi njaga nilai-
i demokrasi dan supre
wa -berdasarkan. arg atas, dapat
mpulkan “bahwa P memiliki

udukan = <hukum (I ng) untuk
gajukan pengujian P asal 15 UU
1 Tahun 1946, Pasal KUHP dan
| 27 ayat (3) dan P 3) UU ITE

juan memperjuan
hlanggap telah

rumusan norma atau pasal didalam UU No. 1 Tahun 1946,
KUHP dan UU ITE yang dianggap telah menciderai hak-hak
konstitusional Para Pemohon yang telah dijamin dalam UUD
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1945. Adapun norma atau pasal dalam undang-undang
dimaksud adalah sebagai berikut:!

3.1. Tabel Alasan Para Pemohon

Ketentuan Isi
Pasal 14 UU No. ang siapa, dengan menyiarkan
1 Tahun 1946 atau pemberitahuan bohong,
sengaja  menerbitkan
ikalangan rakyat,
hukuman penjara

uluh tahun.
suatu berita
beritahuan,
keonaran

patut
berita atau

Barang siapa
tidak pasti atau

ahun.
Pasal 310 Ayat | Barangsiapa sengaja merusak
(1) KUHP kehormatan atau nama baik seseorang

dengan jalan menuduh ia melakukan
sesuatu perbuatan dengan maksud yang

1L ihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023.
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nyata akan tersiarnya tuduhan itu,
dihukum karena menista, dengan
hukuman  penjara  selama-lamanya
sembilan bulan atau dengan sebanyak-
banyaknya Rp4.500,-

Orang dengan sengaja dan tanpa
mendistribusikan dan/atau
i dan/atau  membuat
gya Informasi Elektronik
en  Elektronik yang

Pasal 27 Ayat (3)
UU ITE

dan/atau

membuat

Elektronik

dan/atau Dok pnik  yang
memiliki muatz n dan/atau
pencemaran né bagaimana
dimaksud dala ayat (3)
jara paling

Pasal 1
Pasal 27

ayat (1) KUHP dan
TE telah bertentangan

3.2. Tabel Norma Konstitusi

Ketentuan UUD Bunyi Pasal Materi
1945

Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada | Demokrasi
di tangan rakyat dan
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dilaksanakan

menurut  Undang-
Undang Dasar.

Pasal 27 ayat (3) | Setiap warga | Partisipasi
negara berhak dan
wajib ikut serta
upaya
negara.

Pasal 28 Kebebasan

berpendapat;

dirinya
memperjuang
haknya
kolektif un

Keadilan
Pemidanaan

jaminan,
perlindungan, dan
kepastian  hukum
yang adil serta
perlakuan yang
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sama di
hukum.

hadapan

Pasal 28E ayat (2)

Setiap orang berhak
atas kebebasan
meyakini

kepercayaan,

Kebebasan
berpendapat;
Kebebasan
berkumpul.

berkomunikas
memperoleh
informasi
mengembang
pribadi
lingkungan
sosialnya,

memiliki,
menyimpan,
mengolah,
menyampaikan
informasi  dengan

dan
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menggunakan
segala jenis saluran
yang tersedia.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak
perlindungan
pribadi,

atas
diri

untuk berbuat
tidak b
sesuatu
merupakan
asasi.

Keadilan
Pemidanaan

Hak  untuk
hak untuk ti
disiksa,
kemerdek

untuk tidak
diperbudak, hak
untuk diakui

sebagai pribadi di
hadapan  hukum,

Keadilan
Pemidanaan
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Pasal 28I 3

dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar
hukum yang
berlaku surut
adalah hak asasi
manusia yang tidak
dikurangi
gdaan apa

mendapatkan
perlindungan
terhadap perla
yang be
diskriminatif it

Keadilan
Pemidanaan

Perlindungan,
pemajuan,
penegakan

emenuha

terutama
pemerintah.

Pasal 28I ayat (5)

Untuk menegakkan
dan melindungi hak
asasi manusia

Demokrasi
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sesuai dengan
prinsip negara
hukum yang

demokratis, maka
pelaksanaan  hak
asasi manusia
dl@min, diatur, dan

lain dalam
kehidupan
bermasyarakat
berbangsa,
dan‘bernegara.

Dalam
menjalankan
dan kebebasa
setiap orang waji
tunduk
embatas

semata-mata untuk
menjamin

pengakuan  serta
penghormatan atas
hak dan kebebasan
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orang lain dan
untuk  memenuhi
tuntutan yang adil

sesuai dengan

pertimbangan

moral,  nilai-nilai
8 keamanan

ketertiban

dan

B. Pertimbangan
Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023

1. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016

Mahkamah Konstiusi telah mempertimbangkan permohonan para

Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 27 ayat (3) dan
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Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 dengan alasan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa pasal tersebut membuka peluang setiap orang
yang diduga melakukan tindak pidana Pasal a quo, tidak
mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk
Perkara). Terhadap pengujian pasal tersebut, pada tanggal 2 Januari
2024, Presiden ternyata te ngesahkan dan mengundangkan
Undang-Undang Nomo 4 tentang Perubahan Kedua

agian materi

mengalami
erlaku lagi,

imohonkan
Pemohon. Dengan de arena pasal
engujian oleh para P pasal yang
1/2008 dan.UU 19/2 dikan objek
ara Pemohon dalam a quo telah
a terdapat dalam aka objek
ajukan oleh para Pem

dipertimbangkan

lebih lanjut.
. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 dan 15 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
78/PUU-XX1/2023, jika dicermati didalam pasal tersebut ada
beberapa ketentuan norma yang mengandung unsur-unsur esensial
diantaranya (1) “berita atau pemberitahuan bohong” (2) “onar atau
keonaran” (3) “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan”.
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Dari unsur-unsur tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan
terlebih dahulu mengenai unsur “berita atau pemberitahuan bohong”
dan unsur “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan” yang
terdapat dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946. Menurut Mahkamah Konstitusi unsur tersebut mengandung
sifat “ambiguitas” yang dimana sulit untuk menentukan parameter
akan kebenaran suatu hal yz ijsampaikan oleh masyarakat yang
disebabkan adanya perj an yang dipergunakan untuk

tersebut. Adanyg au parameter demikian
§ seseorang yang
) perbuatan yang

ngeluarkan pendap
si dapat digunakan s
ang Jmelakukan-perb
uh-sungguh mengide
kesengajaan dalam
k yang bersifat kon
untuk mempertimba
menyampaikan pe

ukum untuk
arkan berita

seharusnya
but sebagai
"  kebebasan

ang tidak pasti, atau
kabar yang be asal 14 dan Pasal 15
UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a
quo menjadi “pasal karet” (mulur mungkret) yang dapat menciptakan
ketidakpastian hukum.

Selanjutnya berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang
termuat dalam Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946, menurut
Mahkamah Konstitusi jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait
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ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah
keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang
membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah
onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan,
dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau
keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah
bersifat tidak tunggal. Ole a itu, penggunaan kata keonaran
dalam ketentuan Pasal | 15 UU 1/1946 berpotensi
menimbulkan multit; emparan, kerusuhan, dan
keributan memili , demikian pula akibat
yang iti erciptanya  ruang
pak pada tidak

unsur ~’onar
6, menurut

an pesat, di
dan mudah
edia sosial.
endapat dan
Kritik publik, hal
terseb i merupakan

udah memiliki akse
elalui berbagai medi

“kabar yang ap” yang terdapat
dalam Pasal 1 ah Konstitusi unsur
“kabar tidak lengkap atau berkelebihan” adalah sulit ditentukan
batasan atau parameternya, karena unsur “kabar tidak lengkap atau
berkelebihan” dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak
valid dan tidak reliable atau data yang validitas dan reliabilitasnya
rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama
dengan pemaknaan unsur “pemberitahuan bohong” sebagaimana
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diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur
“berita atau pemberitahuan bohong” dalam Pasal 14 UU 1/1946
mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait
dengan pertimbangan unsur “kabar yang tidak pasti” atau “kabar
yang berkelebihan” dalam Pasal 15 UU 1/1946.

Berdasarkan uraian pe ngan hukum tersebut di atas,
menurut Mahkamabh, rumusan norma Pasal 14 dan
Pasal 15 UU 1/19 idak jelas sehingga dapat

hukum bagi
on berkaitan
UU 1/1946

Pasal 310 ayat (1 m Putusan

si Nomer-14/PUU- diucapkan
dalam terbuka untuk umum 15 Agustus
imbangkan pengujian t (1) KUHP
encermati berkenaan 310 ayat (1)

kni dalam Pasal 433
UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan
pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur
tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena
itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433
UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga
tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan
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berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat
dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna
kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat
(1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP
dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai
jangkauan kesetaraan yan at mengurangi potensi adanya
perbedaan perlakuan ata i terhadap addresat norm atas
ketentuan norma P KUHP, sehingga dalam

atas, Mahkamah
ayat (1) KUHP
sebagaimana
n perkara a
quo bukan
h karena itu
a Pasal 310
ebagian.

iatas, dapat
UU 1/1946
pengakuan,
adil serta

imohonkan oleh para
dalil p berkenaan inkonstitus
h beralasan menurut
ruh uraian. pertimba
tentuan norma Pasal
at (1) KUHP tidak
an, dan’ kepastian

KUHP adalah
Sementara itu,
permohonan pa norma Pasal 27 ayat
(3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 adalah kehilangan objek.*2

12| jhat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023.
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4. Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-
XX1/2023
Berdasarkan uraian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
78/PUU-XX1/2023, jika dilihat mengenai isi dari putusan tersebut,
maka konstruksi hukum yang, digunakan oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi  yaitu Penghalusan ~ Hukum
(Rechtsverfinjing) dim usannya memutuskan untuk
menghapus Pasal 1946, karena dianggap
bertentangan de ak-hak konstitusional

um sejatinya’ meru atu bentuk
eh hakim,dengan car ikan prinsip
tuk kemudian prinsi i kan dengan
ersempit keberlakua
ada peraturannya, yan i apkan pasal
a akan /menimbul tidakadilan.
ilakukan' apabila p um tertulis
a akani'mengakibatkan keii
lis itu sebaiknya jd

menghapus P ganti frasa didalam
Pasal 310 KU k-hak konstitusional
warga negara. Jenis dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
78/PUU-XX1/2023:

13 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: 2000), 8.
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a. Jenis Putusan Konstitusional Bersyarat atau Inkonstitusional
Bersyarat

Isi amar putusan poin ke-4 Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan untuk

sebagian yang dimana permohonan para pemohon dikabulkan

untuk sebagian, hal | mengakibatkan putusan ini

menjadikannya inko engan syarat yang dinyatakan

isi an kesimpulan bunyi pasal

gative Legislature at
ini bisa dikatakan N ature dalam
ahkamah. Konstitusi asal 14 dan
batalkan norma huk
ai Positive Legislat
am Pasal 310 ayat (1)

ilakukannya
n adanya isi

141 ihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023.



BAB IV

INKONSISTENSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XX1/2023

Pada bulan Maret 20
putusan No.78/PUU-

amah Konstitusi mengeluarkan
ng dimana dalam putusan

Mahkamah
rma (Negative

ri lembaga
titusi sudah

dengan membuat rum aru didalam
itan dengan Pasal 31 ab Undang-
idana (KUHP), Mah usi didalam
U-XX1/2023, menyat sal tersebut
an UUD 1945 atau nal, namun
titusional bersyarat oleh
rma baru didala

titusi membatalkan
ahwa pasal tersebut
memiliki makna yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan
secara tidak terbatas dan beragam, hal tersebut menurut hakim
Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan,

! Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023.
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perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Penghapusan
Pasal 14 dan Pasal 15 mendapatkan respon yang positif dari
berbagai kalangan terutama para aktivis di bidang Hak Asasi
Manusia (HAM), dengan dihapusnya pasal tersebut tidak ada lagi
pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan
warga negara lebih lelua memberikan pendapat dimuka
umum tanpa adanya Namun Kkendati demikian,
putusan baik terse | menyisakan masalah dan

Konstitusi
Belum lagi

1/2023.. telah~dibata

enderungan. aparat pe yang tidak
tusan MK, meskip dang sudah
utusan MK-bersifat fi pasal-pasal

ensi  untuk
kasus-kasus
pidana yang

but tersebut juga
tuk kasus-kasus baru,
n. Padahal, khususny.

diatur dalam

Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 78/PUU-XXI1/2023,
menimbulkan persoalan mengenai inkonsistensi dari putusan
tersebut yang terletak pada putusan yang dimana MK mempunyai
peran ganda didalam satu putusan dan adanya pasal yang masih
berlaku yang memiliki muatan serupa dengan Pasal 14 dan Pasal 15
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yang telah dihapus oleh MK dalam putusan ini yang menyebabkan
keditakpastian hukum.

Berikut analisis penulis mengenai penyebab inkonsistensi
putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023:
1. Peran ganda Mahkamah Konsitusi dalam satu putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX1/2023

1945. MK
a ketidakpastian h ini emberikan
gan hukum yang a na sebelum
asalterkait “berita -hak warga
batasl, akan tetapi de i nnya pasal-
iharapkan-hak-hak ko i arga negara

tensi terjadi ketika M agai posistif
n merumuskan Pasal

I pembuat undang-
garah pada potensi
konflik dalam tugas utama MK. Inkonsistensi ini mengarah pada
debat mengenai batasan peran MK, terutama ketika MK terlalu
jauh masuk kedalam ranah pembuat kebijakan. Hal tersebut
dapat mengaburkan garis antara fungsi yudikatif dengan fungsi
legislatif dalam sistem hukum di Indonesia.
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2. Ketidakpastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-
XX1/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum terutama karena
pasal-pasal yang dihapus terkait “berita bohong” (Pasal 14 dan
Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946) ternyata masih memiliki
substansi yang sama de sal-pasal yang ada di KUHP baru.

Pasal 263 ayat (1) asal 264 KUHP baru, yang
mengatur isu s aran berita bohong, tetap
berlaku me No. 1 Tahun 1946
sudah di m muncul karena:

tidak sesuai

Ikan ambiguitas, serupa

HP baru’ masih teta | ini dapat

kum masih
unakan pasal-pasal baru yang
I-pasal tersebut mem yang sama
-pasal yang dihapus san ini yang

bersifat ambigu.
alam penafsiran huku

Indonesia, hal ini
hukum yang lebih
lanjut dikemudian hari.

Situasi ini menunjukkan bahwa meski MK berupaya
menghilangkan ketidakpastian dengan mencabut norma yang
bersifat multitafsir, peraturan serupa yang masih ada dalam

2Lihat Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3Lihat Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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hukum positif menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian
dalam penerapan hukum.

3. Kekhawatiran penegakan hukum
Kekhawatiran penegakkan hukum muncul ketika
terdapat  ketidakpastian, ketidakjelasan, atau potensi
penyalahgunaan dalam penerapan aturan hukum. Dalam putusan
Mahkamah Konstitusi or 78/PUU-XXI1/2023, adanya
ketidakpastian dan hukum terkait penghapusan
Pasal 14 dan P hun 1946, dimana adanya

sama masih tetap
terletak pada
penghapusan

elah dihapus, nyat
terkait..acuan: pasal i an sebagai
ingga  menyebabka hukum
al tersebut © yang ngakibatkan
alam penegakkan udian hari,
enegak hukum bisa akan pasal-
menjerat para pelaku rita bohong.
.1. Inkonsistensi Dala

Putusa

ebagai negatif
positif legislator,
yang menimbulkan
inkonsistensi. Sebagai negatif
legislator, MK bertugas
membatalkan  undang-undang
yang bertentangan dengan UUD
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1945. Namun, inkonsistensi
terjadi  ketika MK berperan
sebagai  posistif  legislator
dengan merumuskan Pasal 310
ayat (1) KUHP dengan
menambahkan  norma  baru
idalam pasal tersebut didalam
n Mahkamah Konstitusi

Pasal 15
ternyata
substansi

serupa

. : san  Mahkamah

penegakkan hukum Konstitusi Nomor 78/PUU-
XX1/2023, adanya
ketidakpastian dan

ketidakjelasan hukum terkait
penghapusan Pasal 14 dan Pasal
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15 UU No. 1 Tahun 1946,
dimana adanya ketidakpastian
terletak  pada  pasal-pasal
tersebut dihapus akan tetapi
pasal-pasal yang  memiliki
muatan yang sama masih tetap
rlaku. Kemudian adanya
kjelasan hukum terletak

MK yang tidak
pernyataan
apusan pasal-
ada acuan
pedoman

tas, ada beberapa f
am putusan Mah

warga negara,
walaupun didalamnya dan
memungkink n-permasalahan baru
dikemudian hari dari putusan MK tersebut. Adanya pandangan
tentang konsisten dan keadilan putusan tersebut dapat berbeda-beda
tergantung sudut pandang masing-masing individu maupun
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kelompok.* Berdasarkan uraian diatas, berikut hubungan antara
kaitannya dengan teori positive legislature dan negative legislature
bagi MK:

Menurut Moh. Mahfud M
sebagai tindakan MK
judicial review un

, Negative legislator dapat dimaknai
at membatalkan norma dalam
erhadap UUD 1945 atau

yaitu Dewan
g memiliki
dang. Jadi,
ndakan MK

an untuk'membuat no
Nomor 24 tahun 200
ai batasan-batasan

bahwa perumusan
norma Unda 1945 didelegasikan
kepada DPR bersama Presiden/Pemerintah kemudian MK hanya
bertugas menguji yakni antara lain dengan membatalkan suatu
Undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal dan/atau bagian

“Rishan, 1, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal
Konstitusi, 2021, 18 (1), 1-21.

°Dr. Martitah, M. Hum, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive
Legislature, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 8.

®Ibid, 10.
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undang-undang bertentangan dengan norma-norma dalam
Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI111/2023
berdasarkan teori Positive dan Negative legislator, MK disini
adalah Positive legislator dalam mengeluarkan Putusan Nomor
78/PUUXVI11/2023 karena membuat norma atau perumusan baru
dalam putusannya. Mela ewenagan DPR selaku pembuat
undang-undang. MK ai positive legislatur dalam

1/2023. Walaupu i r kalangan
akan jputusan terse
menilal putusan. ters
aslahan dikemudian
utusan Mahkamah K

or 78/PUU-

Mahkamah Konsti 78/PUU-

perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah
nilai universal yang mendasari konstitusi banyak negara,
termasuk Indonesia. Putusan ini mencerminkan komitmen
MK untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara,
yang memastikan bahwa warga negara dijamin dalam hal
mengeluarkan pendapat dimuka umum. Dalam situasi di
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mana pelanggaran HAM sering kali terjadi, putusan ini
mungkin dianggap sebagai langkah positif untuk menjaga
hak-hak konstitusional warga negara.

Institute  For inal  Justice Reform (ICJR)
mengapresiasi p but, bahwa putusan tersebut
terutama pada 1/1946 tentang penyebaran

il. ICJR sepakat
“berita atau

lisasi seseorang yan rniat untuk
kritik atau masuka i

“kebenaran’> “dan
r “keonaran” dalam P
otensi subjektif dan j

sistem negara.® Putusan ini
juga di endukung kebebasan
dalam berpendapat dan juga berekspresi. Dengan
memberikan tafsir yang lebih jelas terkait dengan pasal-pasal

"Mengutip Berita ICJR, Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Hapus Pidana
Berita Bohong.2024. https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-putusan-mahkamah-konstitusi-yang-
hapus-pidana-berita-bohong/

8Ady Thea DA, Pembatalan Pasal Penyebaran Berita Hoaks Berdampak Positif Bagi
Demokrasi.2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-pasal-penyebaran-
berita-hoaks-berdampak-positif-bagi-demokrasi-1t66010bcb12c61/



https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-putusan-mahkamah-konstitusi-yang-hapus-pidana-berita-bohong/
https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-putusan-mahkamah-konstitusi-yang-hapus-pidana-berita-bohong/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-pasal-penyebaran-berita-hoaks-berdampak-positif-bagi-demokrasi-It66010bcb12c61/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-pasal-penyebaran-berita-hoaks-berdampak-positif-bagi-demokrasi-It66010bcb12c61/
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tentang berita bohong, MK berusaha untuk menghidari
terjadinya kriminalitas terhadap suatu pendapat atau kritik
yang dianggap hoax tanpa dasar yang jelas.

Dengan adanya putusan ini diharapkan dapat mencegah
penyalahgunaan pasal karet yang dimana sebelumnya pasal-
pasal tentang berita dalam UU ITE sering dianggap
sebagai “pasal isa ditafsirkan secara luas dan
multitafsir. ini, diharapkan
ohong menjadi lebih
sewenang-wenang

sering kali
penyebaran

ugatan atau tuntutan
ng dianggap-bohong ak tertantu.
memberikan ruang ya bagi mereka
berikan suara atau pe ka umum.

ng lainnya dalam putu
U-XVI11/2023 adal
nting dan mendalam
di Indonesia. Putusa i ncerminkan
kuat terhadap perlindun
sasi manusia ad

asus atau masalah
HAM atau hak-hak
individu yang harus dilindungi. Contoh-contoh konkretnya
bisa termasuk kasus-kasus yang berhubungan dengan
kebebasan dalam berpendapat, hak atas privasi, atau hak atas
keadilan.®

Firman Freaddy Busroh, Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar, (Jakarta:
Cintya Press, 2016), 17.
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Terakhir, putusan ini mengukuhkan peran penting MK
sebagai penjaga konstitusi. MK memiliki wewenang untuk
memeriksa undang-undang dan tindakan pemerintah untuk
memastikan bahwa mereka sesuai dengan konstitusi. Ini
berarti bahwa jika un -undang atau tindakan pemerintah
dianggap bertent ngan konstitusi, MK dapat
sinya. Hal ini mendukung
menjadikan konstitusi

i Nomor 78/PUU-

itas Katolik
hwa untuk
r 78/PUU-
idana yang

tusan Mahkamah K
blik harus memah
an kebebasan bereks
penyebaran.berita da dengan
ma baik dan fitnah. i n, menurut
0, putusan tersebu mendukung
rekspresi ‘namun me
UU 1/2023 KUHP berlaku pada Januari
ng masih mencantum
jau mengkhawatj

perlu
dalam
ta bohong tersebut,
. demikian yang
inkonstitusionalnya normanya.?

Menurut praktisi  hukum dari  Universitas Nasional,
Rustandi Senjaya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¥Mochamad Januar Rizki, Alasan Belum Optimalnya Pencabutan Pasal Penyebaran
Berita Hoak.2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-belum-optimalnya-
pencabutan-pasal-penyebaran-berita-hoaks-1t660c1fe36bc3f/?page=3
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78/PUU-XXI1/2023, dinilainya kurang pas, pasalnya di era
digital seperti saat ini, yang dimana informasi yang disebarkan
dapat mudah dijumpai di sosial media dan internet, maka Pasal
310 seharusnya sudah tidak relevan lagi, karena cara untuk
melakukan pencemar ma baik sudah sangat berubah
karena adanya tek mengatakan seharusnya untuk
saat ini lebih di memperkuat perlindungan
nama baik

sal-pasal tersebut k sal tersebut
penting untuk..menj rmasi yang

ul-betul berdasarkan i, agar tidak
ang lain..-Menurutny, sih adanya
14 dan 15, penting a stabilitas

anan masyarakat.!

lainnya dari putusa Konstitusi

njadikan adanya
ermasalahan terkait
. ini akan memicu
kekhawatiran penegakan hukum dimana aparat penegak
hukum bisa saja menjerat para penyebar berita bohong dengan
pasal-pasal yang ada di KUHP baru.

UMengutip dari situs berita digo.com, Mahkamah Konstitusi Hilangkan Pasal
Pencemaram Nama Baik dan Berita Bohong ini Pandangan Praktisi.2024.
https://digo.id/detail-news/mk-hilangkan-pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-
bohong-ini-pandangan-praktisi



https://digo.id/detail-news/mk-hilangkan-pasal-pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong-ini-pandangan-praktisi
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Terakhir, menurut penulis, putusan MK ini tidak meberikan
panduan yang jelas terkait perlindungan bagi jurnalis atau
aktivis yang mungkin menyebarkan informasi yang
kontroversial namun relevan untuk kepentian publik. Hal ini
menambah ketidakpastian hukum bagi mereka yang bertugas
menyebarkan informasi atau melakukan investigasi, terutama

si digital dan-meka si infirmasi
efektif dari pada presif yang
riminalisasi.

dalam putusan Mah
023, sebenarnya me ang positif
ngi masyarakat dari d penyebaran
g dan / pencemara ik, namun

tusi Nomor

negara serta harus adanya peningkatan literasi media yang bisa
menjadi solusi yang dibutuhkan agar undang-undang serta
putusan MK ini dapat berjalan secara optimal dikemudian hari.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan konstruksi
hukum dapat melalui tiga cara yaitu dengan cara analogi,

contrario. Putus Konstitusi No. 78/PUU-
ri putusan tersebut, maka
ang digunakan oleh

ilakukan secara

imana dalam

14 dan Pasal

a dianggap

hukum n hak-hak
seseorang dalam m kritik atau
uka “umum. Sedang emberikan
dalam Pasal 310 ay Mahkamah
berikan" putusannya nstitusional
n mengganti beberap a pada pasal
i dengan penjelasan t san hukum,
lusan hukum sejatin salah satu

emuan ‘hukum oleh
prinsip suatu
n nga
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keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada
peraturannya, yang apabila diterapkan pasal tersebut
sepenuhnya akan menimbulkan suatu ketidakadilan.
Reschtsverfinjing dilakukan apabila penerapan hukum tertulis
sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan
sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak
diterapkan secara lain ila hendak dicapai suatu keadilan.
Hal tersebut sesuai an Mahkamah Konstitusi No.

ang-Undang
UHP yang
nstitusional bersya i nkonsistensi
nyebab.inkonsistensi Mahkamah
ebut.-ada. tiga fakt . Pertama,
ganda (positive legislator)
nstitusi dalam satu put
ive legislator, nam ini
erjadi ketika MK gai posistif
an merumuskan Pa

sebagai Ih berperan sebagai
pembuat i al tersebut akan
mengarah pada potensi konflik dalam tugas utama MK. Kedua,
adanya ketidakpastian hukum terutama karena pasal-pasal yang
dihapus terkait “berita bohong” (Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.
1 Tahun 1946) ternyata masih memiliki substansi yang sama
dengan pasal-pasal yang ada di KUHP baru. Pasal 263 ayat (1)
dan (2) serta Pasal 264 KUHP baru, yang mengatur isu serupa
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mengenai penyebaran berita bohong, tetap berlaku meskipun
pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1946 sudah di hapus oleh
MK. Ketiga, adanya kekhawatiran dalam penegakkan hukum
dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-
XX1/2023, adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum
terkait penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun
1946, dimana adanya pastian terletak pada pasal-pasal
tersebut dihapus a I-pasal yang memiliki muatan
yang sama ku. Kemudian adanya
ang tidak memberikan
sal terebut apakah

hkamah. Konstitusi -XX1/2023,
nya terdapat “beber yang tidak
ersebut menimbulkan dikalangan

laupun para.aktivis di
ini karena akan terj
warga negara namun

1. Harus lebih teliti dan lebih tegas dalam merumuskan
putusan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan
kekhawatiran penegakkan hukum dikemudian hari
pasca putusan tersebut dikeluarkan.

2. Setelah ditetapkannya hasil putusan tersebut, perlu

adanya penyuluhan hukum bagi penegak hukum serta
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masyarakat luas agar putusan tersebut dapat diterima
oleh semua kalangan dan agar putusan tersebut tidak
disalahgunakan dimasa yang akan datang.

. Perlu adanya reformasi peraturan yang lebih modern
dan  berorientasi pada perlindungan  hak-hak
konstitusional warga negara serta harus adanya
edia yang bisa menjadi solusi
ang-undang yang dibuat bisa
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